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ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Rizki/140303010

Judul Skripsi : Demokrasi Dalam Pandangan Al-Qur’an
Tebal Skripsi : 66 Halaman

Pembimbing | : Dr. Samsul Bahri, M.Ag

Pembimbing Il : Dr. Nurkhalis, M.Ag

Demokrasi dalam konteks negara modern adalah sistem di mana warganya
bebas mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Islam juga
mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi tentang demokrasi. Ayat-ayat al-Qur’an
yang secara konten menyebutkan prinsip demokrasi yaitu konsep syira. Namun,
apakah konsep demokrasi tersebut dalam al-Qur’an ada persamaan dan
relevansinya dengan konsep demokrasi modern?. Inilah yang mnjadi tolak ukur
kajian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
studi pustaka (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan metode mawdiz’i (tematik ). Hasil analisis menunjukkan bahwa
demokrasi yang disebutkan dalam al-Qur’an identik dengan konsep syira.
Konsep syira merupakan keharusan untuk melakukan musyawarah di dalam
urusan-urusan duniawi, baik urusan keluarga, muamalah, maupun urusan bidang
politik. Konsep demokrasi dalam bentuk syzra disebutkan dalam QS. al-
Bagarah ayat 233, QS.Ali ‘Imran ayat 159, dan QS.al-Sytira ayat 38. Terdapat
tiga poin hubungan ayat-ayat al-Qur’an tentang demokrasi dan demokrasi masa
kini. Pertama, kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator.
Kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Ketiga, menghargai pendapat yang
lebih unggul dari hasil musyawarah. Keempat, suara mayoritas diperhitungkan
dengan melindungi hak-hak minoritas.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:'

Arab Transliterasi Arab Transliterasi

\ Tidak disimbolkan L | T (titik di bawah)

< B L | Z (titik di bawah)

o T a k"

& Th 4 1I'%"

z J < | F

C H (titik di bawah) ¢ |1Q

& Kh 4 | K

> D J |L

5 Dh e M

B R o |N

J Z s W

o o » |H

o Sy c ’
P S (titik di bawah) s |Y
P D (titik di bawah)

'Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda

Aceh, 2013), 56.

Vi



Catatan:

1. Vokal Tunggal
---------- (fathah) =a misalnya, &2~ ditulis hadatha
.......... (kasrah) =i misalnya, & ditulis gila

__________ (dammah) =u misalnya, s, ditulis ruwiya

2. Vokal Rangkap
(@) (fathah danya) =ay, misalnya, 3.:» ditulis Hurayrah

(s) (fathah dan waw)=aw, misalnya, ¥~ ditulis tawaid

3. Vokal Panjang

(") (fathah dan alif) a, (a dengan garis di atas)
() (kasrahdanya) = 1, (idengan garis di atas)
() (dammah danwaw) = @, (udengan garis di atas)

Misalnya: (e _» ¢ 55 «J si2s), ditulis burhan, tawfiq, ma’qil.

4. Ta’ Marbutah (3)
Ta’ Marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah (t), misalnya (¥ 4..dl) = al-falsafat al-i/a.
Sementara ta’ marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah (h), misalnya: (Aawall cailes V) Jidy oYl =alia)  ditulis, tahafut al-

falasifah, dalil al-inayah, mandhij al-adillah.?

2Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda
Aceh, 2013), 57.
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5. Syaddah (tasydid)
Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (<), dlaam
transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf

yang mendapat syaddah, misalnya (<<>w)) ditulis islamiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J

transliterasinya adalah al, misalnya: o« <228V ditulis al-nafs, al-kasyf.

7. Hamzah (¢)
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasiikan
dengan (“), misalnya 4<32 ditulis mala ikah, &> ditulis juz 7. Adapun hamzah
yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab, ia

menjadi alif, misalnya, &' ditulis ikhtira .

Modifikasi
1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Damaskus, bukan Damasyq; Kairo bukan Qahirah dan sebaainya.’

3Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda
Aceh, 2013), 57.
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Singkatan:

swt = subhanahu wa ta’ala

saw = sallallahu ‘alayhi wa sallam
cet. = cetakan

QS = quran surat

Ra = radhiyallahu ‘anhu

As. = ‘alaihi as-salam

Dkk = dan kawan-kawan

t.th = tanpa tahun

terj. = terjemahan

HR. = hadis riwayat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama,
yaitu hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa
manusia adalah mahluk sosial (zoon politicon). Dalam kehidupan bermasyarakat,
masing-masing dari individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan selalu ingin
diutamakan. Perbedaan ini terkadang dapat menimbulkan konflik di dalam tatanan
masyarakat tersebut. Maka dari itu perlu adanya sistem yang digunakan untuk
melindungi kepentingan- kepentingan individu dalam masyarakat.! Salah satu
sistem yang dianggap terbaik dalam hal ini ialah demokrasi.?

Substansi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk memilih
pemimpin atau system politik formal secara bebas dan sekaligus untuk
menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut asas demokrasi sangat
berkepentingan untuk membangun masyarakat yang demokratis, menjunjung
tinggi keadilan, kebebasan, dan persamaan, baik antar suku, etnis, tujuan dan
juga pemikiran. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, salah satu langkah yang

harus dilakukan ialah memperbaiki sistem pada sektor pendidikan.

'Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), him. 1-7.

2A. Ubaidillah dan Abdul Razak dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education)
Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2007), him. iii.



Indonesia sebagai bangsa termasuk yang beuntung karena sejak awal
mayoritas masyarakatnya telah memilih system demokrasi, dengan rakyat yang
mayoritas muslim hamper tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat
didikan yang diberikan oleh pemimpinnya. Kenyataan ini merupakan modal
penting untuk dikembangkan lebih jauh secara bertanggung jawab. Adapun
buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan
pemimpin itu sendiri dalam praktik politik, dalam sebuah fakta yang tidak boleh
diabaikan. Upaya perbaikan sistem ini harus diperbaiki secara terus-menerus
tanpa merasa bosan, sekalipun hasil sering menyakitkan dan melelahkan, secara
ringkas dapat dijelaskan bahwa pasang surutnya pelaksanaan demokrasi di
Indoensia berkaitan erat dengan perilaku elitnya. Apakah mereka berhati lapang,
atau malah berhati sempit dan tidak nertanggung jawab.

Konsep “demokrasi* dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai
kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk
tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat
dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan
sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan
esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.

Satu hal yang kita baca dari berbagai studi penelusuran istilah demokrasi
bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
Semakin tinggi tingkat komplesitas maka semakin rumit dan tidak sederhana pula
demokrasi didefenisikan. Salah satu hasil akomodasi pendefenisian demokrasi

terhadap tingkat perkembanga masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria



partisipasi langsung rakyat dalam formulasi kebijakan, yang menjadi kriteria
pertama Pericles, oleh model pewakilan. Selain itu penempatan posisi dan peran
penguasa atau Negara juga snantiasa mengalami pendefenisian ulang, bergeser
dari posisi dan peran “penjaga malam” atau “pemadam kebakaran” kearah posisi
dan peran yang lebih besar dan menentukan.

Sejak dekade terakhir ini, hubungan Islam dan demokrasi selalu
dibicarakan. Tidak saja di negara-negara Arab (Timur Tengah) yang menjadi
tempat lahirnya Islam, tetapi juga di negara-negara Barat yang menjadi tempat
lahirnya demokrasi. Perdebatan penting yang berlangsung mengenai Islam dan
demokrasi selalu saja melibatkan doktrin Islam yang tampak tidak tegas, apakah
Islam mendukung demokrasi secara keseluruhan atau hanya sebagian saja.
Bahkan, dapat dipertanyakan lebih lanjut, benarkah Islam tidak sesuai
(compatible) dengan demokrasi sebagai sistem politik modern. Inilah pertanyaan-
pertanyaan penting menyangkut hubungan Islam dengan demokrasi.

Islam merupakan agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi
manusia sebagai sebuah konsep ajaran, Islam memposisikan manusia pada
kedudukan yang setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan individu satu
dengan individu lainnya hanya didasarkan pada kualitas keimanan dan
ketagwaannya. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat
dipungkiri telah memberikan konstribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak
asasi manusia di dalam masyarakat internasional.

Alquran sebagai way of life bagi umat Islam tidak diragukan lagi akan

kebenaran kandungannya serta salah satu tujuannya untuk menegakkan sebuah



tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan etika dalam kehidupan
manusia. Hak asasi dan demokrasi adalah dua hal yang saling terkait satu sama
lainnya. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, begitu juga
sebaliknya bahwa hak asasi manusia tidak akan survive tanpa adanya demokrasi.
Dengan kata lain bahwa eksistensi demokrasi berkaitan dengan eksistensi hak
asasi manusia.

Manusia mempunyai kedudukan tinggi dalam kosmologi sehingga ia harus
diperlakukan secara proporsional pada posisi yang mulia. Manusia mempunyai
hak dan kapabilitas untuk menjadi khalifah fi al-ardh sebagaimana yang tersirat
dalam Alquran. Sebelum seorang individu dilahirkan dan wafat, ia mmpunyai
hak-hak yang diformulasikan dan dilindungi oleh hukum. Allah memuliakan
manusia dan menjadikannya makhluk yang paling sempurna. Sebagaimana
dilansir dalam Alquran Surat ke 17 ayat ke 70, “Dan sesungguhnya telah kami
muliakan anak-anak Adam, kami angkt mereka di daratan dan lautan, kami beri
mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan
yvang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Islam sebagai agama rahmatan li al-‘alamin dan penutup dari agama-
agama samawi tentu saja mempunyai banyak konsep kelebihan tertentu tentang
tatacara kehidupan, dianatara konsep yang tertanam dalam Alquran adalah tentang
syurd yang pupuler dengan istilah musyawarah.

Islam sendiri pada dasarnya adalah demokrasi. Hal ini didasarkan pada
beberapa hal. Pertama, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama

Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, struktur sosial



masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari kaum borjui hingga
proletar, semuanya diberlakukan sama di hadapan hukum. Kedua, Islam memiliki
asas permusyawaratan (syura). Artinya seluruh perkara-perkara yang dihadapi
dibicarakan bersama di antara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, duduk
bareng, bersama-sama mengajukan argumentasi dan berdiskusi untuk sebuah
kesepakatan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam demokrasi. Ketiga,
Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya
merupakan prinsip demokrasi, dimana demokrasi bertujuan untuk menciptakan
perbaikan dalam hidup. Oleh karena itu menurut Fazlurrahman, Islam adalah
agama perbaikan (din al-ishlah) atau agama inovasi.’

Pendidikan politik diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat
untuk  memilih  secara  profesional dan selektif sehingga dapat
dipertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih karena tujuan dari pendidikan
politik antara lain adalah membangkitkan kesadaran warga negara akan hak
politiknya terutama dalam mengikuti proses pemilihan umum, dengan
menggunakan hak suara secara bebas dan mengajarkan seseorang untuk
mewujudkan negara yang menganut sistem demokrasi.

Berbicara demokrasi maka kita tidak akan lepas dari dunia politik dan
pemerintahan. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik Islam yang turut
didiskusikan di negara-negara Islam, bahkan istilah ini telah diterima dan

digunakan oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintahan

3 Fazlur Rahman, Tema Pokok Alguran, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka,

1995), him.54.



otoriter pun menggunakan atribut “demokrasi” untuk memberikan ciri kepada
rezim dan aspirasi mereka. Akibatnya adalah menjamurnya penggunaan kata
demokrasi seperti “demokrasi liberal”, “demokrasi sosial”, “demokrasi terpimpin”
dan sebagainya. Sebagaiman Fukuyama dalam bukunya The End of History and
The Last Man, mengatakan bahwa demokrasi liberal paling tidak dalam
pengertian pemilihan umum plus jaminan HAM merupakan satu-satunya bentuk
pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Karena tujuan
agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia
dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dan kesejahteraan (yakni
menawarkan jalan keluar dari kemiskinan): dua hal yang dalam sejarah manusia
diperjuangkan secara konstan. Maka, sudah sewajarnya jika saat ini demokrasi
menjadi pilihan mayoritas negara di dunia.

Ada pendapat bahwa demokrasi belum lama digunakan dalam khazanah
pemikiran dunia Islam, meski sebenarnya inhern dan sejalan dengan ajaran Islam.
Namun ada pula yang berpandangan bahwa ajaran Islam bertumpu pada konsepsi
"kedaulatan Tuhan", sehingga demokrasi yang bermakna "kedaulatan sepenuhnya
di tangan rakyat" kurang sesuai dengan pemikiran politik Islam.*

Karena itulah, dalam masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup
kuat bahwa sebagian dari para ulama dan para penguasa politik berpandangan
bahwa dalam Islam tak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Demokrasi
sebagai azas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan berasal

dari zaman Yunani. Istilah demokrasi tersebut terdiri dari dua perkataan, yaitu

4 Bahtiar Effendy, Islam, Negara dan Demokrasi di Indonesia, Harian Republika pada
kolom artikel tanggal 13 April 2004



demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintah. Dengan demikian
dilihat dari arti kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang
kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Meskipun ditinjau dari arti kata-katanya hal itu kelihatan sederhana, akan tetapi
sampai sekarang adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima
oleh semua pihak. Hal itu disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan
akan mengalami perkembangan.®

Dari keterangan di atas, maka pada intinya secara harfiah, demokrasi
(demos-kratos) berarti kekuasan berada dalam genggaman rakyat. Sedangkan
doktrin Islam mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang memiliki kekuasaan.
Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama
yang serba komplit, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini. Bagi seorang
Muslim, tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Tuhan dalam
Kitab Suci Alquran, dan ucapan Rasul Muhammad Saw. Begitu komplit dan
detailnya ajaran Islam sehingga seorang Muslim tinggal pasrah mengikuti
petunjuk Alqurandan Hadis dalam segala aspek hidupnya.

Oleh karenanya demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi
kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru
sejarah menunjukkan bahwa para rasul tuhan selalu merupakan kekuatan
minoritas yang melawan suara arus mayoritas. Bukankah Alquran sendiri

berulang kali memuji golongan minoritas yang tercerahkan, lantaran kebanyakan

5 Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara,
(Jakarta: CV.Rajawali, 1981), him. 25



manusia pada umumnya cenderung korup dan sesat.®

Dalam hubungannya agama dan demokrasi, Bachtiar Effendi mempunyai
pandangan bahwa meskipun Alquran hanya memuat prinsip-prinsip kehidupan
secara global, tetapi kitab suci itu telah menunjuk adanya demokrasi.
Menghubungkan agama dan demokrasi hendaknya jangan ditentukan oleh ada
tidaknya demokrasi itu secara legalistic dan formalistic, namun hendaknya
dilihat dari dimensi yang lebih substantive.’

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas panjang lebar ini, maka
penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang demokrasi dalam perspektif
Alguran. Maka oleh sebab itu, di sini penulis mengangkat judul penelitian skripsi

ini dengan judul “Demokrasi dalam Pandangan Alquran”.

B. Rumusan Masalah

Banyak pendapat yang selama ini menyatakan bahwa Islam bertumpu pada
Alguran sebagai azas paling dasar dalam hidup seorang muslim, sehingga seakan-
akan Islam mengekang hidup umatnya dalam balutan kitab suci tersebut
sepenuhnya. Dan seharusnya sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi hak
asasi manusia, hal tersebut kurang relevan dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Padahal dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang

¢ Komaruddin Hidayat, Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi dalam Elza Peldi
Taher (ed), Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde
Baru, Jakarta: Paramadina, 1994, him. 192

7 Bahtiar Effendi, Demokrasi Dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia,
dalam Zainul Kamal, et all, Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam
Kontemporer, Jakarta: Paramadina, 2005, him. 162-163



secara spesifik menjelaskan bagaimana Islam ini bersikap sangat demokratis

terhadap ragam hal. Maka di sini memunculkan beberapa rumusan masalah dalam

penelitian ini, yaitu;

1.

2.

Bagaimana deskripsi Alguran tentang demokrasi?
Bagaimana hubungan ayat-ayat Alquran tentang demokrasi dengan konsep

demokrasi masa kini ?

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui deskripsi Alquran tentang demokrasi.
Untuk mengetahui hubungan ayat-ayat Alquran tentang demokrasi dengan

konsep demokrasi masa kini.

Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti tentang pandangan
Alguran tentang konsep demokrasi.

Menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan.
Memberi rujukan dalam proses pembelajaran agama Islam yang lebih
demokratis

Menunjukkan relevansi Alquran sebagai pedoman hidup dalam kaitannya
dengan dunia dewasa saat ini

Membuktikan bahwa Alguran merupakan sumber yang tepat sebagai

rujukan semua masalah dalam kehidupan.
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E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis
angkat, antara lain adalah;

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Affandi, dengan judul “Konsep
Demokrasi Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”. Dalam
penelitian ini dijelaskan bahwa Hamka adalah seorang pujangga, ulama,
pengarang dan politikus. la pernah berguru pada berbagai tokoh pergerakan Islam.
Semasa hidupnya ia banyak mengarang buku, baik dalam bidang sastra, sejarah,
fsilsafat, tasawuf, righ, roman dan lain sebagainya. Karya terbesarnya berupa
kitab Tafsir Alquran yang beliau beri nama “Kitab Tafsir al-Azhar”.

Dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka ini, Yuyun Affandi mendapatkan
empat surat kaitannya dengan konsep Demokrasi, yaitu: Q.S.An-Nisa’ 58, Q.S. al-
Hujurat 13, Q.S. Ali Imran 159, dan Q.S. al-Bagarah 256.

Hamka berpendapat bahwa untuk segala urusan yang bersifat duniawi
(muamalah), Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya
demi kemaslahatan mereka. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar agar
dalam mengatur masyarakat terdapat rambu-rambu yang jelas. Prinsip-prinsip itu
antara lain adalah, prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, perlindungan hak
asasi manusia, syura.®

Buku kepemimpinan politik adalah tulisan M. Alfan Alfian (2012),
penerbit Kubah Ilmu,Jakarta. Dengan judul Bagaimana Menjadi Pemimpin

Politik?: Kekuatan Kepemimpinan. Pada buku tersebut ia mendeskripsikan

8 Yuyun Affandi, “Konsep Demokrasi Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”,
Laporan Penelitian Individu, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), him. 70-89.
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tentang keberhasilan kepemimpinan politik dari tokoh-tokoh nasional sampai
internasional, baik tokoh politik yang berbicara kepemimpinan politik ataupun
tokoh sastra seperti Rumi dan Ibn Taymiya dalam kalangan agamawan yang
berbicara kepemimpinan politik. Buku tersebut lebih berbicara pada proses untuk
menjadi pemimpin politik yang tidak didasarkan atas kriteria tua ataupun muda,
melainkan  pemikiran-pemikiran tokoh dalam memperoleh dan cara
mempertahankan posisi tertinggi dalam kepemimpinan politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo yang
berjudul “Analisis Model Teoritik Inovasi Pembelajaran IImu Sosial Berbasis
Demokratisasi di Lingkungan Pendidikan Dasar”. Penelitian ini berangkat dari
permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran ilmu sosial yang
cenderung menggunakan pendekatan monolitik dan bersifat top down. Sebagai
akibatnya, ilmu sosial hanya memiliki kontribusi yang amat kecil dalam
pengembangan individu dan masyarakat yang demokratis.

Penelitian ini bertujuan mengkaji model teoritik konsep dan pengetahuan
dasar guru, siswa dan kepala sekolah dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial di
lingkungan pendidikan dasar. Sehingga penelitian ini lebih difokuskan pada
bagaimana konsep dan pengetahuan dasar guru, siswa dan kepala sekolah dalam
pembelajaran ilmu sosial yang sesuai dengan jiwa demokratisasi pendidikan dan
bagaimana implementasi model teoritik reorientasi pembelajaran ilmu sosial yang
berbasis demokratisasi.’

Karya ilmiyah lain yang membahas demokrasi adalah skripsi Agus

® Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, Inovasi Model Pembelajaran Demokratis
Berperspektif Gender, (Malang: UMM Press, 2008), him. 61-69.
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Dwiyono (2007) berjudul, “Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi.” Dalam
tulisan skripsi tersebut sangat banyak merujuk pada buku biografi Bung Hatta.
Meskipun secara nasional tulisan biografi Bung Hatta diterbitkan tahun 1979,
namun isinya ditulis sendiri oleh Hatta kira-kira semenjak ia umur dua puluh dua
tahun. Fokus dari penulisan tersebut dengan membahas nilai-nilai dan asas
demokrasi di Indonesia dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Jadi
pembahasan dalam tulisan tersebut lebih pada demokrasi tidak sekedar asas
berkehidupan, melainkan telah sengaja dipersiapkan sebagai landasan berbangsa
semenjak pra kemerdekaan dan untuk dipergunakan sebagai identitas bangsa
sampai kapanpun.

Buku yang membahas tentang demokrasi lainnya adalah karya doctoral
Syaiful Mujani (2007), penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dengan
judul Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di
Indonesia Pasca-Orde Baru. Pada buku Syaiful Mujani hanya fokus dalam
masalah Islam dan budaya demokrasi di kalangan kelompok agamawan Muslim,
terutama di NU dan Muhammadiyah. Pada karya ini menyimpulkan adanya 12
keselarasan antara kebudayaan Muslim di Indonesia dengan asas demokrasi,
sedangkan pembahasan tentang problem demokrasi dan ide-ide demokrasi kaum
muda tidak tersentuh.

Maka dari beberapa penelitian yang telah peneliti sebutkan di atas, belum
adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji permasalahan demokrasi dalam
perspektif Alquran. Oleh sebab itu penulis merasa perlu mengangkat penelitian ini

guna memperdalam khazanah keilmuan Islam umumnya dan menjelaskan tentang
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demokrasi dalam pandangan Algquran secara khusus.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research), yaitu
riset yang dilakukan dengan jalan membaca literatur, berupa buku-buku/majalah,
jurnal, tafsir-tafsir dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Jadi
pengumpulan data dilakukan di perpustakaan atau di tempat lainnya yang
tersimpan buku-buku serta sumber-sumber data terkait.'°

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian
menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian-
pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.!!
2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data
dapat diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa
kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang
diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam
dokumen atau bendanya.!> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif
kepustakaan (library research) yaitu buku serta literatur lainnya sebagai sumber

data.

10 J Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: PT RINEKA
CIPTA, 2003), him. 28.

' Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
(Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012), him. 2.

12 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2010), him. 22-172.
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a. Sumber Primer
Menurut Lofland dan Loftland sumber data utama atau primer dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain."* Dalam penelitian ini sumber primer
pengumpulan datanya ialah berupa Alguran.
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.'* Dalam
penelitian ini sumber sekunder pengumpulan datanya ialah buku-buku tafsir
Alguran seperti karya Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Wasit, Sayyid Quthb,
Tafsir fi Zilal al-Quran, lbn Qayyim al-Jauziyyah, Bada’i al-Tafsir, M. Quraish
Shihab, Tafsir al-Mishbah, serta buku-buku yang terkait dengan demokrasi.
3. Teknik Pengumpulan Data
Jenis teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi
dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.'®
Data yang akan penulis cari dalam penelitian ini ialah berupa penafsiran
terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan, serta catatan-catatan yang terkait
dengan demokrasi.
4. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan terhadap penelitian ini di antaranya:

13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2009), him. 157.

14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, (Bandung: ALFABETA, 2010), him. 309.

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,... him. 274.
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a. Deskripsi

Yaitu merupakan metode penelitian dengan cara menguraikan secara
lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.! Cara kerjanya yaitu
diawali dengan mengumpulkan, menyusun data menganalisis data. Dalam hal ini
yang dianalisis adalah konsep demokrasi yang tertuang dalam Alquran.
b. Metode Tahlili

Penelitian ini menggunakan metode tafsir mawdii’i. yaitu dengan cara
menghimpun ayat-ayat Alquran dalam surah yang sama, dan juga sama-sama
memiliki struktur kalimat dalam bentuk jumlah fi‘liyahh atau jumlah ismiyah,
kemudian mencari makna kosakata secara mendalam, menemukan karakteristik
pemahaman yang diperoleh dari suatu jenis rangkaian kata dalam kalimat dan
menemukan pengaruh bentuk rangkaian tersebut terhadap penafsiran dan hikmah
yang didapatkan dari penerapan kaidah yang berlaku dalam jenis kalimat tersebut.
Kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan adalah kitab-kitab Tafsir, dan beberapa
sumber lainnya dari buku-buku yang membahas tentang kaidah penafsiran dan
kebahasaan baik tata bahasa Arab, Indonesia maupun kajian linguistik umum.
Untuk selanjutnya menemukan pengaruh dan kesesuaian atau tidaknya redaksi
penerjemahan untuk setiap kata serta memberikan alternatif redaksi

penerjemahan yang lain jika diperlukan.

G. Sistematika Pembahasan
Bab pertama berupa pendahuluan. Bab ini mencakup semua komponen

atau pembahasan dalam sub judul dalam proposal yang terdiri dari: latar belakang

16 Soedarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
him. 116
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masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab  kedua tentang tinjaun umum konsep demokrasi. Mencakup:
pengertian demokrasi, konsep demokrasi Barat, kedudukan suara mayoritas dalam
konsep demokrasi Barat, dan demokrasi perpektif Islam.

Bab tiga mengenai hubungan ajaran demokrasi dalam Alquran dan
hubungan nya dengan teori demokrasi masa kini. Pada bab ketiga dari penelitian
ini akan membahas deskripsi Alquran tentang demokrasi, dan hubungan ayat-ayat
Alqguran tentang demokrasi dengan konsep demokrasi masa Kini.

Bab keempat merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran,

dan penutup.



BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah demokrasi memiliki dua makna:
(1) bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah
dengan perantaraan wakil-wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, (2)
gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan
kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kata demokrasi
kemudian membentuk istilah lainnya seperti demokrat (penganut atau pengikut
paham demokrasi), demokratis (secara atau menurut paham demokrasi), dan
istilah demokratisasi (pendemokrasian).! Secara linguistik, istilah demokrasi
merupakan unsur kata yang telah diserap dari bahasa asing.

Istilah demokrasi merupakan istilah yang kontroversial dan berunsur
provokatif dalam kamus ilmu politik. Pernah seorang pakar politik di Norwegia
menemukan 300 jenis demokrasi yang berbeda di antara satu dengan yang lain.?
Bahkan negara-negara komunis sekalipun tidak ketinggalan ikut memakai istilah
demokrasi, walaupun diembelembeli sebagai ‘“demokrasi sosialis” atau
“demokrasi kerakyatan”.? Istilah demokrasi berasal dari dua kata, yaitu “demos”

yang bermaksud rakyat dan “kratia” yang bermaksud pemerintah. Demokrasi

ITim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), him.
227.

2 Syed Ahmad Hussein, Pengantar Sains Politik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1994), him. 82.

3 Dorothy Pickles, Pengantar llmu Politik, terj. Hussain Mohamed, (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), him. 224.

17



18

dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam
sesuatu masyarakat.* Rakyat adalah keutamaan sebagai sumberkedaulatan dan
kekuasaan.

Menurut Nadlirun, istilah demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa
Yunani, yang tepatnya diutarakan di Athena Kuno pada Abad ke 5 SM. Negara
tersebut sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan
hukum demokrasi modern.® Secara etimologi, yaitu demos dan kratein (ada juga
yang menulis dengan cratein).® Kata demos berarti rakyat, sementara kata kratein
berarti pemerintah. Jadi, secara sederhana kedua kata tersebut berarti pemerintah,
kekuasaan, atau kedaulatan berada pada rakyat. Hal ini senada dengan pendapat
Kirsten Haack, bahwa demokrasi merupakan ide tentang rakyat dan kekuasaan:
“Democracy, or demos kratein, is the idea that the people (demos) should rule
(kratein)”. Demikian pula dikemukakan oleh Gagnon, bahwa makna demokrasi
(democracy) merupakan the rule people. Namun, menurutnya bahwa sangat sulit
untuk mendatangkan satu definisi yang akurat mengenai istilah democracy hanya
dengan memaknainya sebagai kedaulatan di tangan rakyat.” Untuk itu, mengacu
pada hal ini maka penting untuk dikemukakan beberapa rumusan definisi

demokrasi secara akurat oleh para ahli.

4 K. Ramanathan, Asas Sains Politik, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1989), him. 22.

SNadlirun, Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2012), him. 7.

SAim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang
Demokratis, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, tt), him. 109: Bandingkan dengan, Zulfikri
Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, (Jakarta: Kompas Media
Nusantara, 2010), him. 6.

’Kirsten Haack, Teh United Nations Democracy Agenda: A Concptual History, (New
York: Manchester University Press, 2011), him. 14: Pendapat Gagnon tersebut dalam kutipan
aslinya disebutkan: “we can not expect to arrive at an accurate definition of democracy just by
determining it as the rule of the people (demos + kratein)”. Lihat, Jean-Paul Gagnon, Democratic
Theorists in Coversation, (London: Palgrave Macmillan, 2014), him. 56.
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Menurut Hatta, dikutip oleh Zulfikri Suleman, demokrasi merupakan

cara-cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berdasarkan asa kedaulatan

rakyat.® Rumusan yang senada juga dikemukakan oleh J. Kristiadi dkk, bahwa

demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas

negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.® Dua rumusan ini

tampak hanya mengacu pada makna sistem pemerintahan. Demokrasi dimaknai

dalam kaitannya dengan sistem kekuasaan dan politik dalam arti sempit. Berikut

ini, beberapa rumusan yang dirangkum oleh Ihsan Nul Hakim:

a.

Josefh A. Schmeter: Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi-onal
untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan
kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, dimana keputusan-
keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa.

Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl: Demokrasi adalah suatu sistem
pemerintahan, dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-
tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara
tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka

yang telah terpilih.

8Zulfikri Suleman, Demokrasi..., him. 6.
9J. Kristiadi, Who Wants to be the Next President, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), him. 69.
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d. Deliar Noer: Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung
pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam
masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan
negara.'”

e. Moh. Mahfud. MD: Demokrasi sari sudut organisasi, demokrasi berarti
pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas
persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.!!

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Richard A. Posner, bahwa
makna democracy tidak hanya dimaknai dalam bidang politik (political) dan
pengambilan keputusan (decision making) saja, tetapi demokrasi adalah sebuah
karakter. Sementara makna demokrasi sebagai politik demokrasi, atau sebuah
sistem dalam politik pemerintahan merupakan definisi yang datang kemudian
merupakan istilah yang dipakai dalam masa modern. Hal ini dapat dimaknai
dalam kutipan pendapatnya di bawah ini:

They are epistemic democracy, the idea that the best form inquiry and of

decision making in general, not just political inquiry and decision making,

are democratic in caracter. And political democracy, a system of political
governance the defining feature of which in modern times.'2

Menurut Internasional Commision of Jurist dalam konferensinya di

Bangkok, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk

"Olhsan Nul Hakim, “Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam
dan Demokrasi Barat”. Jurnal: Madania. Vol. XVIII, No. 1, (Juni 2014), him. 45.

"TMoh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2001), him. 71: Dimuat juga dalam, Thsan Nul Hakim, “Islam dan Demokrasi..., him. 45.

2Richard A. Posner, Law, Pragmatism, dan Democracy, (London: Harvard University
Press, 2003), him. 99.
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membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara

melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab

kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Inilah yang disebut
sebagai demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy).

Munir Fuady dalam bukunya, “Konsep Negara Demokrasi”, yang dikutip

Rapung Samuddin, mengutarakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh

beberapa pakar, diantaranya:

a. Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional
untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana
putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara
bebas dari rakyat dewasa.

c. Pendapat Philippe C. Schmitter, demokrasi adalah suatu system
pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-
tindakan mereka diwilayah publik oleh warga Negara yang bertindak secara
tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para wakil yang
telah terpilih.

d. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan
untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas
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prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya
kebebasan publik.

Jimly Asshiddigie juga menyebutkan bahwa makna demokrasi tidak
hanya dalam konteks politik dan ketatanegaraan saja. la memaknai demokrasi
saat membahas masalah ekonomi. Menurutnya demokrasi jauh lebih luas
termasuk di dalamnya dalam bidang ekonomi. Istilah demokrasi atau kedaulatan
rakyat, yaitu kedaulatan yang pelaksanaannya harus dilakukan menurut undang-
undang dasar (Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945). Artinya, semua cabang
kekuasaan negara merupakan pelaku dan penyandang kewajiban untuk
melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat baik di bidang politik maupun

ekonomi. '3

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah demokrasi dapat dimaknai
sebagai sebuah karakter dalam sistem pemerintahan, di mana kedaulatan utama-
nya dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bisa dalam hal
politik pemerintahan, pengambilan kebijakan-kebijakan dalam semua persoalan

rakyat, termasuk di dalamnya persoalan ekonomi.

B. Konsep Demokrasi Barat
Konsep demokrasi barat tidak terlepas dari awal kemunculannya di

Yunani Kuno. Konsep demokrasi terus berkembang dan bersifat dinamis serta

13Jimly Ashiddigie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), him.
371-372: Bahkan menurut Hikam, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kelembagaan
dan proses, tetapi juga mencakup wawasan, dikap dan prilaku. Muhammad A.S. Hikam, Islam,
Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), him.
103.
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mempunyai berbagai bentuk tipologi seperti demokrasi rakyat, demokrasi,
pancasila, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, dan tipe demokrasi
lainnya." Dengan begitu, pemahaman konsep demokrasi pada dasarnya cukup
luas, apalagi bila dipahami dari pemaknaan demokrasi sebelumnya sebagai
sebuah karakter. Untuk itu, dalam konteks pembahasan ini, akan diarahkan
bagaimana pembentukam konsep demokrasi yang ada di barat. Hal ini dilakukan
agar dapat memberi gambaran sehingga akan terang dengan jelas perspektif yang
digunakan dengan perspektif Islam yang nantinya dikemukakan pada sub bahasan
tersendiri.

Gagasan konsep demokrasi di barat berkembang dengan lahirnya gerakan
Renaisans (X1V) dan Reformasi (XVI-XVII).'® Gagasan-gagasan konsep demok-
rasi dalam konteks ini yaitu menentang kekuasaan sewenang-wenang atas nama
agama, desakralisasi kekuasaan gereja, memperjuangkan kebebasan beragama,
kebebasan berfikir, kebebasan mengemukakan pendapat dan mempelopori pem-
bentukan negara-negara bangsa. Konsep negara dalam sistem demokrasi
merupakan kekuasaan yang memiliki unsur-unsur yang mengelolanya. Menurut

Aristoteles, negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa guna

“Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran
Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), him. 297.

SRenaisans (dalam istilah Prancis “renaissance”, Italia “rinascita”, Latin “renasci”
merupakan istilah yang secara hrafiah bermakna “kelahiran kembali”. Artinya, kebudayaan
Yunani Kuno dan Romawi Kuno bangkit kembali setelah berabad-abad dikubur oleh masyarakat
di bawah pimpinan gereja. Dalam pengertian lain, renaisans adalah perubahan di lapangan sejarah
kebudayaan mengenai tanggapan hidup serta peralihan dari zaman pertengahan ke zaman baru.
Lihat misalnya, F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, (Jakar-
ta: Gramedia Pistaka Utama, 2007), him. 8: Alfian Rokhmansyah, Teori Filologi, (Jakarta: Gram-
edia Pustaka Utama, 2018), him. 16: Menurut Nawal al-Sa’dawi, renaisans atau dalam istilah
Arab disebut ‘asr al-nahdah, merupakan istilah yang diterapkan pada periode transisi dari abad
pertengahan menuju abad modern yang terentang dari abad ke 14 hingga abad ke 16. Masa ini
ditandai dengan jatuhnya konstantinopel pada tahun 1453. Lihat, Nawal al-Sa’dawi dan Hibah
Rauf Izzat, Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis, (terj: lbnu Rusydi),
(Jakarta: Erlangga, 2002), him. 221.
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memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Demikian juga menurut Djokosoetono,
negara adalah suatu organisasi manusia, atau kumpulan manusia-manusia yang
berada di bawah suatu pemerintah yang sama.'® Konsep demokrasi yang
dikembangkan di dunia barat (nations state) mengacu pada adanya unsur-unsur
yang mengelolanya. Unsur-unsur yang dimaksud diperoleh melalui cara yang
demokrasi.

Tujuan dari demokrasi barat, baik modern maupun kuno adalah maksud
keduniaan, tanpa ada campur tangan dari kekuasaan agama. Dalam makna lain,
konsep demokrasi yang dibangun di barat adalah sekuler, memisahkan antara
kekuasaan dan nilai agama dengan kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan
pendapat Tohir Bawazir, bahwa kekuasaan rakyat dalam konsep demokrasi barat
yaitu kekuasaan mutlak. Rakyatlah yang menentukan dan membuat undang-
undang dan menafikan adanya hukum tuhan.'” Dalam makna lain, kedaulatan
penuh dipegang oleh rakyat. Konsep kedaulatan itu sendiri menurut J.J. Rousseau
dikutip oleh Jimly bersifat kerakyatan dan didasarkan kepada kemauan umum
(volunte generale) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Karena
itu, konsep kedaulatan rakyat mempunyai empat sifat, yaitu:'®
a. Kesatuan (unite).

b. Bulat, tidak terbagi-bagi (indivisibilite).
c. Tidak bleh diserahkan (inalienabilite).

d. Tetap tidak berubah-ubah (imprescriptibilite).

!Inu Kencana Syafiie, Alquran dan IImu Politik..., him. 141-144.

"Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), him. xviii.

18Jimly Asshiddigie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),
him. 13.
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Sementara itu, menurut Bodin juga dikutip oleh Jimly bahwa kedaulatan
rakyat memiliki tiga unsur:1®
a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, dan

asli dalam arti tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

b. Mutlak dan sempurna, artinya tidak ada kekuasan lain yang membatasinya

c. Utuh, bulat dan abadi artinya tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimengerti bahwa konsep demokrasi
barat bersifat bulat dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasi kedaulatan
rakyat. Kekuasaan lain yang dimaksud erat kaitannya dengan otoritas agama atas
manusia. Jadi, otoritas agama dipandang tidak ada sebab kedaulatan dan keotori-
tasan hanya milik rakyat itu sendiri.

Kokohnya gagasan demokrasi di dunia barat didukung dengan banyaknya
pemerhati dan pemikir barat yang bermunculan, seperti Rousseau, Locke,
Montesquieu, dan lain-lain. Rousseau dan Locke merumuskan teori kontrak
sosial, sedangkan Montesquieu merumuskan teori Trias Politica.?? Gagasan teori
kontrak sosial dalam konsep demokrasi setidaknya ada tiga, yaitu:

a. Kedaulatan negara bukanlah sesuatu taken for granted atau diterima begitu
saja (dalam istilah lain bisa disebut sami’na wa ata’na: Penulis) dan berasal
dari tuhan. Kedaulatan merupakan sebuah produk proses perjanjian sosial
antara individu dalam masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan

pendelegasian kekuasaan atau berasal dari tuhan kepada penguasa tertentu.

19Jimly Asshiddigie, Islam..., him. 13-14.
20Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik..., him. 299-300.
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b. Dunia dikuasai oleh hukum yang didasarkan pada kodrat yang mengan-dung
prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku baik ia masyarakat
biasa ataupun pejabat pemerintahan.

c. Kekuasaan negara berasal dari rakyat, sehingga harus ada jaminan atas hak-
hak individu dalam masyarakat. Hak yang dimaksud adalah hak sipil dan hak
politik. Hak sipil seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat dan hak-hak
individu lainnya.

Adapun gagasan teori trias politica dalam konsep demokrasi dibangun
atas tiga kekuasaan dalam sebuah negara, yaitu eksekutif, legislatif dan
yudikatif.?! Pemikiran Montesquieu tentang trias politica ini pada asalnya ada
kekhawatiran terjadinya kesewenang-wenangan bila kekuasaan memerintah dan
kekusaan membuat undang-undang ada dalam satu tangan. Hal ini tersebut akan
menimbulkan hukum yang dibuat diterapkan secara kejam. Selain itu, tidak ada
pula kebebasan apabila kekuasaan mengadili tidak dipisah-pisahkan.??

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konteks demokrasi
barat sepenuhnya dikendalikan oleh kekuasaan rakyat. Dalam pengertian lain,
rakyatlah yang memegang kekuasaan itu sendiri. Meski demikian, mekanisme
kedaulatan rakyat tersebut dimanifestasikan dalam tiga lembaga kekuasaan, yaitu
eksekutif selaku pimpinan negara (presiden), legislatif selaku perumus dan
pembuat undang-undang (DPR), dan yudikatif selaku pelaksananya (Kekuasaan

Kehakiman seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri,

2'Nana Supriatna, Sejarah, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), him. 62.
22| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Hukum, Cet.
2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 145.
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Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah, Polisi dan pelaksana aturan
undang-undang lainnya).

Pembagian ketiga tugas oleh tiga lembaga tersebut merupakan represen-
tasi dari kekuasaan rakyat itu sendiri. Hal ini berarti kekuasaan rakyat dalam
konsep demokrasi barat dijalankan berdasarkan sistem dan mempunyai aturan-
aturan tersendiri. Pembagian tugas-tugas dalam negara demokrasi yang telah
disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis
sehingga dapat diukur dan dicirikan dalam beberapa prinsip umum konsep
demokrasi. Untuk lebih jelas, penting diketahui mengenai prinsip-prinsip yang
menjadi bagian dari konsep demokrasi. Prinsip-prinsip yang dimaksud lebih
mempermudah memahami konsep demokrasi itu sendiri.

Menurut Nadlirun, prinsip-prinsip demokrasi ada empat, yaitu: Pertama,
Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki
kekuasaan tertinggi. Karenanya, setiap warga negara memiliki hak untuk turut
serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang
kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih. Kedua, Orang-
orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara harus dipilih melalui pemilihan umum. Ketiga, Tidak ada keistimewaan
seseorang atau kepada golongan atau partai tertentu. Keempat, Harus adanya
undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam

sebuah negara dan mekanisme pelaksanaan kinerjanya.?

ZNadlirun, Mengenal Lebih..., him. 8-10.
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Terpenuhinya empat prinsip tersebut maka suatu negara telah menjalan-
kan pemerintahannya berdasarkan sistem demokrasi. Menurut Inu Kencana
Syafiie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal ada 10 prinsip yaitu
sebagai berikut:

a. Adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara
berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke dan
Montesquieu mengenai kontrak sosial dan trias politica. Kekuasaan negara
terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga
lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

b. Pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi

berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat
dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi
aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif.

c. Manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku

dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal
tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyaraka-
tannya di hadapan rakyat.

d. Kebebasan individu. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan

warga negara dalam berbagai bidang, baik hak sipil maupun hak politik.

e. Peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif

memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat

dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum
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berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hada-pan hukum,
harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman
masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras,
maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya
istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok
memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Hukum memiliki kedudukan
tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara.
Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan.

Supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik
oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang
bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus
didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

Pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan
pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya
terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

Beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara
untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki

kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya.
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Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan
bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik.?*

Berdasarkan rumusan di atas, maka konsep demokrasi dalam sebuah
negara merupakan adanya unsur-unsur penting pembentuk negara itu sendiri.
Intinya, kekuasaan negara dipegang oleh wakil-wakil rakyat, dan wakil-wakil
rakyat ini kemudian membuat aturan hidup demi kepentingan dan keuntungan
bagi rakyatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi
barat secara umum mengacu pada kekuasaan negara dipandang sebagai kekuasa-
an rakyat yang direpresentasikan dengan adanya unsur pengelolanya, meliputi

lembaga pemerintah, pembuat hukum dan pelaksana hukum.

C. Kedudukan Suara Mayoritas dalam Konsep Demokrasi

Menurut Muhammad Hanafi, sejarah demokrasi modern sangat beragam,
dan akan terus mengalami perkembangan evolusioner dari waktu ke waktu,
namun corak demokrasi modern yang terbangun di Barat sebagai hasil dari
pemberontak semangat abad 18 sebenarnya memiliki “roh” yang sama, yaitu
paham kebebasan atau liberalisme (liberalisme) yang berakar kepada
invidualisme. Patokan yang dipakai adalah, “manusia itu lahir merdeka dan hidup

merdeka”.?> Hal ini senada dengan yang disebutkan oleh Hatta, bahwa semua

ZInu Kencana Syafiie, Alquran dan Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, tt), him. 190:
Dikutip juga oleh, Tri Dwi Sulisworo, dkk, Bahan Ajar: Demokrasi, (Tp: Universitas Ahmad
Dahlan, 2012), him. 15-18.

ZMuhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”. Jurnal:
Jurnal Cita Hukum. Vol. I, No. 2, (Desember 2013), him. 237.
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manusia sama haknya, tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan hartawan
maupun dengan rakyat jelata.

Berdasarkan asas di atas, maka lahir asas dasar lainnya yang menyatakan
bahwa dalam konsep demokrasi, harus ada partisipasi rakyat dalam pemilihan
umum. Partisipasi rakyat secara langsung dapat dilihat pada saat pelaksanaan dari
esensi demokrasi itu sendiri, yaitu “Pemilihan Umum” atau yang sering disebut
dengan pesta rakyat.?’ Partisipasi rakyat secara tidak langsung ialah melakukan
pengontrolan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan apakah sudah sesuai
dengan yang dikehendaki oleh rakyat atau pun tidak. Melalui poin inilah,
kemudian memunculkan satu prinsip baru dalam konsep demokrasi, Yyaitu
Kekuasaan oleh Suara Mayoritas.

Menurut Ahmad Sudirman, seperti dikutip oleh Muhammad Hanafi,
bahwa asas tersebut terakhir sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem
demokrasi, di mana setiap keputusan diambil berdasar penetapan jumlah suara
yang terbanyak (mayoritas). Demokrasi Barat dalam mencari kebenaran
berpendapat bahwa kebenaran mutlak tidak mungkin diperoleh, dan yang ada
hanyalah kebenaran relatif (nisbi).?® Oleh sebab itu, untuk memperoleh kebenaran

yang tepat, maka konsep suara mayoritas harus tidak bertentangan dengan

2Muhammad Hatta, Demokrasi Kita: Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan
Rakyat, (Bandung: Sega Arsy, 2008), him. 65.

2’"Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah..., him. 238.

ZAhmad Sudirman Abbas dan Ahmad Sukardja, “Demokrasi dalam Perspektif Islam”,
dalam, Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah..., him. 238.
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penegakan demokrasi itu sendiri, misalnya tidak boleh adanya pemimpin diktator
meskipun terpilih dari suara mayoritas rakyat.?’

Intinya, penentuan suara mayoritas sebagai poin kunci dalam sistem
demokrasi. Praktik demokrasi di tiap-tiap negara yang menganut sistem
demokrasi (kecuali penganut sistem monarki/kerajaan), pada saat dilaksanakan
pemilu, maka yang menjadi pemenang dan menguasai pemerintahan ialah yang
mengantongi suara terbanyak, sementara yang memiliki jumlah suara sedikit
(minority) di dalam demokrasi harus menerima hal ini sebagai suatu kekalahan
secara wajar, karena dalam setiap pertarungan politik demokrasi ada menang dan
ada kalah. Bahkan, menurut Wahyuddin dkk, konsep suara mayoritas juga
dikenal dalam demokrasi perspektif Islam.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suara
mayoritas merupakan satu asas dan ciri dari sebuah negara telah melakukan
sistem demokrasi. Dalam hubungannya dengan kedaulatan berada di tangan
rakyat, maka suara mayoritas merupakan cerminan dari keinginan-keinginan
masyarakat itu sendiri. Sehingga, keputusan mayoritas tersebut bagai dari satu
pelimpahan kedaulatan kepada wakil-wakil rakyat.

D. Demokrasi Perspektif Islam
Konsep demokrasi dalam Islam pada umumnya tidak jauh berbeda

sebagaimana yang digagas dalam demokrasi barat. Namun, ada bagian tertentu

PMiftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Cet. 4, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 68.

30Wahyuddin, dkk., Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Grasin-
do, tt), hlm. 77: Pengakuan terhadap asas “suara mayoritas” dalam demokrasi barat juga diakui
dalam Islam. Hal ini telah disebutkan oleh beberapa pakar hukum Indonesia, dalah satunya Abdul
Manan. Lihat, Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Katatanegaraan
dan Sistem Hukum Barat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 181.
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yang menjadi pembeda antara demokrasi Islam dengan demokrasi barat. Bagian
tertentu yang dimaksud adalah bahwa demokrasi dalam Islam mengakui adanya
otoritas yang paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yaitu otoritas agama
atau tuhan. Artinya bahwa ada pembatasan hak-hak rakyat oleh kedaulatan tuhan.
Konsep demokrasi Islam telah digagas oleh banyak pemikir Islam. Konsep yang
dibangun ada kaitannya dengan konsep syura.®

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi,
dengan beberapa alasan; pertama, Islam adalah agama hokum sehingga semua
orng diperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musywarah (syura), untuk
menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dlam masyarakat, syura
merupakan cara yang efektif. Ketiga, Islam selalu berpandangan untuk
memperbaiki  kehidupan (masalih umat). Keempat, demokrasi juga
mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut al-Sulami, Moten, dan Moussalli dikutip oleh Fuad Fachruddin
demokrasi Islam mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan
pada tugas prinsip umum, yaitu sebagai berikut:3?

a. Kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah hanya milik tuhan. Syura menjadi

dasar prinsip kedaulatan dan supremasi syariah.®?

3lstilah syura berarti permusyawaratan, musyawarah, atau konsultasi. Dalam pengertian
lain, syura dalah saling merundingkan dan menjelaskan atau saling meminta dan menukar penda-
pat mengenai suatu perkara (dalam konteks kenegaraan diarahkan pada maksud sistem demokrasi
Islam: penulis). Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hlm. 882: Istilah syura menurut al-Na’im lebih banyak mengindikasikan
keharusan untuk mende-ngarkan pendapat. Praktik syura kemudian menjadi norma yangbberlaku
dalam pemerintahan Dinasti Umayah, Abbasiyah, dan negara-negara Islam yang tumbuh dalam
masyarakat pra-modern. Abdullahi Ahmed al-Na’im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan
Masa Depan Syariah, (terj: tp), (Jakarta: Mizan, tt), him. 171.

Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006), him. 32.
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b. Kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah kitab suci
Alguran dan sunnah, sedangkan kekuasaan manusia berada di bawah
kekuasaan tuhan.

c. Manusia di muka bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan tuhan
menurut konsep kekhilafahan.

Pemikir Islam terkenal, Al-Maududi, dalam menjelaskan kedudukan
demokrasi Islam yang benar, berpendapat, pemerintahan Islam pada hakikatnya
lebih bersifat “theo-democracy”. Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia
yang terbatas (limited popular sovereignty) yang terletak di bawah kekuasaan
Allah. tegas beliau lagi, pemerintahan Islam tidak dinafikan mempunyai unsur-
unsur demokrasi untuk mengisi yang tidak ada nash, tetapi apabila sudah ada nas,
ia bersifat teokrasi.>*

Lebih lanjut, Fuad menyebutkan bahwa dalam demokrasi Islam, agama
Islam mendukung adanya hak masyarakat (civil liberties) seperti kebebasan dan
kesetaraan. Hak-hak masyarakat ini dilandasi atas agama dan tauhid.3® Mengacu
pada jalan pemikiran ini, maka konsep conten atau isi demokrasi barat pada

dasarnya memiliki kesamaan dalam konsep demokrasi Islam. Islam juga

3Konsep syura oleh sebagian tokoh Islam tidak setuju menyamakannya dengan konsep
demokrasi. Salah satunya yaitu al-Syawi. Menurutnya, konsep syura berbeda dengan demokrasi.
Dalam salah satu pernyataan ketidaksetujuannya yaitu: “Islam memerintahkan syura untuk
mewujudkan keadilan dan melaksanakan tujuan-tujuan syariah dan prinsip-prinsipnya. Maka
dari itu, syura merupakan cabang dari syariah Islam dan harus tunduk pada syariat Islam.
Karena tujuan inilah kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membedakan syura dengan
demokrasi”. Lihat, Taufiq Muhammad al-Syawi, Demokrasi Atau Syura, (terj: Djamaluddin),
(Jakarta: Gema Insani Press, 2013), him. 18: Ketidak setujuan al-Syawi terhadap konsep
demokrasi juga tertuang dalam literasinya yang lain. Lihat, Taufiq Muhammad al-Syawi, Syura
Bukan Demokrasi, (terj: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), him. 456.

% Abu A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis terhadap Sejarah
Pemikiran Pemerintahan Islam, terj. Muhamad Al-Bagir, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar,
1969), him. him. 29.

35Fuad Fachruddin, Agama..., him. 32-33.
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mengakui adanya hak-hak sipil sebagaimana pengakuan konsep demokrasi yang
dikembangkan di barat.

Persamaan lainnya terletak pada keharusan adanya lembaga sebagai
tempat bermusyawarah. Kaitan hal ini, Hasbullah menyebutkan demokrasi barat
dan Islam pada dasarnya sepakat bahwa perlu adanya lembaga atau majelis untuk
bermusyawarah yang pengambilan keputusannya tetap mempertimbangkan suara
mayoritas anggota, dengan catatan bahwa Islam khususnya tidak menjadikan
bilangan besar (suara mayoritas) itu sebagai pedoman untuk mengukur yang hak
dan yang batil.3® Untuk itu, demokrasi Islam mengakui adanya suara mayoritas,
namun pertentangan antara suara mayoritas dengan nilai-nilai syariat maka yang
dimenangkan adalah nilai-nilai syariat tersebut. Sebab, pondasi utama konsep
demokrasi Islam adalah syariat itu sendiri.

Adapun perbedaannya mengacu pada dua hal pokok, yaitu dalam Islam
hanya diakui satu kekuasaan yang otoritasnya paling tinggi, yaitu Allah. Kedua
bahwa prinsip dasar dalam mengelola pemerintahan harus disesuaikan dengan
keinginan syariat.

Dua unsur tersebut di atas menjadi pembeda nyata antara demokrasi barat
dengan demokrasi dalam Islam. Menurut Kamaruzzaman, bahwa dalam konteks
negara, Alquran menyebutkan hubungan lembaga negara dengan warga negara
harus didasarkan pada prinsip ketaatan kepada Allah, nabi dan penguasa (ulil

amri).3” Dengan demikian, bangunan dasar konsep demokrasi Islam mengacu

3Hasbullah Masudin Yamin, Perspektif Demokrasi untuk Islam Indonesia: Syiarkan
Syariat atas Nama Pancasila, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 14.

37Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Moderbnis
dan Fundamentalis, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. xxx.
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pada tuntutan ajaran Islam itu sendiri. Kedaulatan rakyat hanyalah kedaulatan
sebatas hak yang sangat terikat dengan keinginan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi
Islam memiliki dasar yang berbeda dengan konsep demokrasi Barat. Islam
mengakui adanya hak-hak sipil masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam
konsep demokrasi barat. Namun, kebebasan hak sipil tersebut dibatasi oleh nilai-
nilai syariat Islam. Selain itu demokrasi Islam mengakui kekuasaan tertinggi

hanyalah Allah Swt. bukan kekuasaan dan kedaulatan rakyat.



BAB 111

DEMOKRASI DALAM ALQURANDAN HUBUNGANNYA
DENGAN TEORI DEMOKRASI MASA KINI

A. Deskripsi Alguran tentang Demokrasi

Keterangan Alquranyang cukup representatif dan relevan menunjukkan
makna demokrasi yaitu syara. Oleh karenanya, deskripsi Alquran tentang
demokrasi dalam konteks bahasan ini sejatinya diarahkan pada istilah tersebut.
Sebab, kata syira dan demokrasi bermaksud musyawarah, dan makna ini identik
dengan makna sistem demokrasi yang di dalamnya ada praktik musyawarah dari
manusia untuk menentukan satu pilihan tertentu atas sebuah masalah. Di antara
Abu Bakr Ibn al-‘Araby mendefenisikannya dengan berkumpul untuk meminta
pendapat dalam suatu permasalahan di mana peserta syura saling mengeluarkan
pendapat!. Selain itu, alasan difokuskan pada telaah syira sebagai representasi
dari kata demokrasi dengan sebab konsep demokrasi Islam yang dipahami selama
ini adalah dari gagasan konsep syira itu sendiri.

Apabila ditelusuri, kata syi@ra merupakan sebuah nama surat dalam

Alquran, yaitu surat .=, artinya musyawarah. Kata ini pada asalnya diambil dari

kata dasar ;% dengan bentuk fi il madr (kata kerja lampau) yaitu < . Sementara

lanjutan i’rab atau variatif kata tersebut yaitu jis, 1532, hus,, 5ts,, sls,, artinya

' Abu Bakr Ibn al-‘Araby, Ahkam al-Qur’an, Vol. |, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmyah,1998), 297.

37
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bermusyawarah, atau mengembalikan satu pendapat kepada musyawarah.> Kata

tersebut memiliki derivasi bentuk lainnya seperti L, dan ., maknanya sama

yaitu musyawarah. Alguranmenggunakan tiga istilah untuk makna musyawarah,
ditemukan dalam tiga ayat, masing-masing yaitu QS. al-Bagarah ayat 233 dengan

lafaz yang digunakan yaitu ¢ 325, kemudian QS. Ali ‘Imran ayat 159, lafaz yang
digunakan yaitu <423, dan QS. al-Syura ayat 38 dengan lafaz yang digunakan
yaitu «jsb.?

Terkait dengan deskripsi Alqurantentang demokrasi, maka pembahasan-
nya diarahkan pada tiga ayat tersebut. Cakupan yang ingin digali yaitu beberapa
kitab tafsir sehingga ditemukan dan diketahui konteks ayat, serta dikemukakan
pula deskripsi mengenai nilai-nilai demokrasi yang disebutkan dalam ketiga ayat

tersebut.
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2lbn Manziir al-Ansari, Lisan al- ‘Arb, Juz 6, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), him. 103.
Lihat juga dalam, Wizarah al-Auqaf, Mausii’ah al-Fighiyyah, Juz 16, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf,
1995), hlm. 279: Raghib al-Asfahani menggunakan lafaz 334l yang merupakan derivasi dari kata
555 dengan makna §Gall (e 935 W artinya apa-apa yang dimulai atau dikeluarkan dari isinya. Lihat,
‘Allamah al-Raghib al-Asfahani, Mufradat AlFaz al-Qur’an, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009),
him. 469.

3Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Mu’jam al-Mufahras li AlFaz al-Qur’an al-Karim,
(Mesir: Dar al-Hadis, 1364 H), 391.
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.

a. Tafsir lafaz 5

Ayat tersebut berkenaan dengan hukum persusuan ketika telah terjadi
talak. Menurut Imam al-Syaukani, sebagian ulama memahami ayat tersebut hanya

dikhususkan dalam konteks perempuan-perempuan yang telah ditalak, ada juga

yang memaknainya secara umum.4 Namun, inti ayat tersebut pada dasarnya

berkenaan dengan perempuan yang telah ditalak sebagaimana munasabah dengan

ayat 232, hal ini seperti dikemukakan oleh al-Barudi.>

Kata j;.:5 pada ayat tersebut berkenaan dengan perundingan atau musya-

warah antara suami dan isteri dalam memutuskan apakah anak dipelihara dan
diurus oleh ayah atau ibunya sebelum habis masa dua tahun penyusuan. Salah satu
orang tua anak tidak boleh berpendapat sepihak tanpa lebih dulu melakukan

perundingan antara keduanya.® Menurut al-Qurtubi, kata J355 pada ayat tersebut

“Imam al-Syaukani, Fath al-Qadir: al-Jami’ Bayan Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah
min ‘llm al-Tafsir, Juz 1, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 244.

SImad Zaki al-Barudi, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim li al-Nisa’, (ter: Tim Penerjemah Pena),
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), him. 200.

Imad Zaki al-Barudi, Tafsir al-Qur’an..., him. 202-203.
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bermakna istikhraj al-ra’yi, yaitu mengeluarkan pendapat dan demikian pula
makna musyawarah. Makna lainnya yaitu sesuatu yang menjadi isi rumah yang
tampak keluar.” Maksudnya bahwa sesuatu yang ada di dalam akan tampak
keluar. Hal ini sama artinya mengeluarkan pendapat/fikiran yang sebelumnya

terpendam. Oleh sebab itu, makna 5 pada ayat tersebut yaitu melakukan

musyawarah dengan jalan suami dan isteri mengeluarkan pendapat tentang
masalah anak, apakah ia diasuh dan dirawat sebelum habis masa menyusui atau
tidak, jalan inilah yang dianggap maslakah, baik dan bermanfaat bagi anak.

b. Kandungan ayat tentang nilai-nilai demokrasi

Ayat tersebut jelas memberikan informasi pentingnya sikap saling tukar
pendapat melalui jalan musyawarah atas suatu masalah. Umum diketahui bahwa
segenap persoalah yang dihadapi oleh dua orang atau lebih akan diseselaikan
dengan jalan bermusyawarah. Nilai inilah yang identik dengan konsep demokrasi
Islam. Poin yang jauh lebih penting terkait nilai demokrasi pada ayat tersebut
adalah mengenai hasil keputusan dari musyawarah itu sendiri. Hasil dari
musyawarah semata untuk kemaslahatan (maslazah) objek yang dituju. Dalam
konteks QS. al-Bagarah ayat 233 misalnya, musyawarah suami-isteri semata
dilakukan untuk kemaslahatan anak. Oleh sebab itu, posisi musyawarah di sini
sebagai perantara, sementara maslakah adalah objek yang dituju. Hal ini sesuai
dengan satu kaidah, yang intinya hukum suatu perantara/sarana dipandang lebih

utama jika untuk menujuk tujuan yang utama:

"Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an, Juz 4, (Bairut:
Mu’assasah al-Risalah, 2006), him. 123.
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“Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menurut
maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama”.

Kaitan nilai-nilai demokrasi, maka diketahui tujuan utamanya adalah

maslakah. Islam memberi ruang bagi dua orang atau lebih untuk menyelesaikan

persoalannya melalui jalan ;. Oleh sebab itu, dapat ditarik satu pemahaman

umum bahwa ayat QS. al-Bagarah ayat 233 memberi informasi terkait nilai-nilai
demokrasi melalui jalan musyawarah, saling tukar pendapat dengan tujuan utama
adalah untuk mendapatkan kemaslahatan objek yang dituju.

2. QS. Ali ‘Imran ayat 159:
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma‘afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang uhud, di mana
peperangan tersebut ada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesalahan dan
berakibat pada kekalahan kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Berkenaan

dengan kejadian tersebut, Allah Swt. melalui ayat ini membenarkan sikap

81zz al-Din ‘Abd al-*Aziz bin ‘Abd al-Salam al-Sallami, Qawa id al-Ahkam fi Masalih al-
Anam, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhadiyyah, 1991), him. 53-55.



42

rasullullah yang berlaku lemah lembut pada masalah ini. Bahkan Allah Swt. juga

memerintahkan agar rasulullah memohonkan ampunan kepada mereka dan selalu

bermusyawarah dalam masalah tersebut.”

a. Tafsir lafaz ;45,25

Avyat di atas bicara dalam konteks pemberitahuan kepada kaum muslimin
bahwa Allah telah menanamkan sikap lemah lembut kepada Rasulullah Saw.

Adapun makna zahir lafaz <.%,23 pada ayat di atas berkenaan dengan perintah
wajib dalam masalah peradilan (gadi), dan perintah Allah kepada Nabi

Muhammad saw., agar melakukan mus.yawarah.10 Menurut Ibn Atiyyah seperti

dikutip oleh Imam al-Qurtubi bahwa makna ©.%,2; merupakan kaidah-kaidah

tentang syariat dan ketetapan-ketetapan dalam masalah hukum-hukum syarak.!!
Pemaknaan syira semacam ini cenderung dilihat dari aspek lughawi.

Sebab lafaz <:.4,23 mengandung makna amr atau perintah Allah kepada Nabi agar

melakukan musyawarah. Hal inilah yang tampak dari pemaknaan syira sebagai
kaidah syariat. Kaidah syariat dapat diartikan sebagai ketentuan yang harus dilalui
atau diikuti. Oleh karena itu, hukum syzra di sini adalah wajib dilakukan sebagai
bagian dari kaidah dan aturan dalam Islam. Hal ini senada dengan apa yang
disebutkan oleh Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar, bahwa ayat tersebut

memerintahkan Rasulullah  Saw. supaya mengajak orang-orang agar

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2, (Bandung: Mizan, 2013), him. 255-256.
0Wizarah al-Auqaf, Mausii’ah al-Fighiyyah..., him. 279.
"1 Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami’ al-Ahkam..., Juz 5, him. 380.
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bermusyawarah. Rasulullah Saw. dalam konteks ini adalah pemimpin umat,
kepadanya datang perintah supaya mengambil inisiatif mengadakan musya-
warah.!'? Makna yang lebih luas dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili. la memak-

nai <45, yaitu “ajaklah mereka bermusyawarah seputar masalah politik dan

pengaturan ummat, baik ketika dalam keadaan perang maupun ketika dalam
keadaan aman serta di dalam urusan-urusan duniawi lainnya untuk menghibur dan
menyenangkan hati mereka serta agar mereka mau mengikuti dan mematuhimu”.
Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa Rasulullah saw., dahulu
sering mengajak para sahabat untuk bermusyawarah.'* Berdasarkan beberapa

tafsir tersebut, dapat diketahui lafaz <.4,55 memi-liki makna yang luas, bisa

diartikan sebagai musyawarah yakni jalan atau kaidah syarak yang harus dilalui,
bisa juga diartikan sebagai musyawarah untuk semua urusan bisa berupa politik,
serta masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin.
b. Kandungan ayat tentang nilai-nilai demokrasi

Mengacu beberapa tafsir sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat
nilai-nilai demokrasi dari QS. Ali ‘Imran ayat 159. Musyawarah adalah satu jalan
yang diperintahkan dalam Islam. Sebab, musyawarah adalah mempunyai keuta-
maan. Menurut al-Dahhak seperti dikutip oleh al-Mawardi menyatakan bahwa
ayat tersebut bermakna perintah bermusyawarah bagi siapa yang mengetahui

karena memiliki keutamaan. Dalam kutipan yang sama, Qatadah berpendapat

2Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 4, (Selangor: Publishing Hiuse, 2017), him. 173.

BWahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Juz 2,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), him. 468: Dalam hadis riwayat Tirmizi, juga disebutkan dengan
matannya: “Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan
sahabatnya dibanding Rasulullah saw”. Lihat, Abi ‘Isa Mahammad bin ‘Tsa bin Saurah al-Tirmizi,
al-Jami’ al-Tirmizi, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), him. 337.
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bahwa makna ayat tersebut berkenaan dengan perintah agar melakukan musya-

warah, sebab di dalamnya memiliki kebaikan.!* Dalam kaitan dengan pemilihan
pemimpian, nilai-nilai demokrasi dalam ayat tersebut yaitu penunjukkan seorang
pemimpin dilakukan dengan jalan musyawarah, melibatkan banyak pihak. Hal ini
senada dengan pendapat Said Hawwa, bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin
yang sesuai dengan aturan syura yaitu pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh
yang mewakili ummat (ahl 4alli wa al-agdi), dan kesanggupan orang yang dipilih
sebagai pemimpim.!3

Dalam pengertian yang lebih luas, nilai demokrasi yang dibangun dalam
QS. Ali ‘Imran ayat 159 yaitu Islam menetapkan adanya hak orang lain dalam
memutuskan sesuatu, termasuk di dalamnya hak untuk memilih penguasa yang
menjadi pemimpinya. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. dalam hal ini merupakan
suri pimpinan memiliki nilai plus yang menghormati pendapat umat pada masa
itu. Nilai demokrasi inilah yang tampak tersirat dalam kandungan ayat tersebut.
Al-Syawi menyebutkan konsep syura syira memiliki prinsip salah satunya prinsip
bagi hak ummat dalam menentukan nasibnya dan penguasanya, selain itu peng-
uasa menghormati keputusan rakyatnya.'® Keterangan tersebut juga mengandung
pengertian bahwa dalam urusan kepemimpinan, maka pihak yang dipilih haruslah
orang yang memiliki keahlian dalam memimpin. Dalam hal ini, Rasulullah Saw.

pernah menyatakan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mampu

“Habib al-Mawardi, al-Nukat wa al- ‘Uyiin Tafsir al-Mawardi, Juz 1, (Bairut: Dar al-
Kutb al-‘Tlmiyyabh, tt), hlm. 433.

15Said Hawwa, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani
Press, 2004), him. 491.

16Taufig Muhammad al-Syawi, Figh al-Syura wa al-Istisyarah, (terj: Djamaluddin),
(Jakarta: Gema Insani Press, 2013), him. 151-152.
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untuk menjalankannya, orang yang ahli, dan orang mampu mempertanggung
jawabkan amanah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dari

Muhammad bin Sinan sebagai berikut:

°
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah
menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits
serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al
Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih
berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan
kepadaku Hilal bin Ali dari Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah berkata:
Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berada dalam suatu majelis
membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu
bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi shallallahu "alaihi
wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian
kaum ada yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi
beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian
yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya.” Hingga
akhirnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyelesaikan pembicara-
annya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat
tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah
terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat
itu?" Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: "Jika urusan diserahkan
bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. (HR.
Bukhari).

"Imam al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sakih al-Bukhari,
(Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), him. 1018.
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Menurut Sayyid Quthb, terdapat empat isi kandungan QS. Ali ‘Imran ayat

159, yaitu:

1) Dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur
musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku
kekerasan.

2) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap
urusan.

3) Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima
dan bertawakal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah.

4) Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakkal.'8

Intinya, ayat tersebut menetapkan cara pengambilan keputusan dilakukan
dengna jalan musyawarah, sementara hasil musyawarah tersebut harus diikuti dan

menerimanya. Jadi, nilai-nilai demokrasi yang dikandung QS. Ali ‘Imran ayat 159

yaitu pemimpin harus menghargai pendapat rakyatnya, pemilihan pemimpin

adalah salah satu hak manusia secara umum, dan keharusan adanya melakukan
musyawarah.

3. QS. al-Syiuira ayat 38:

phil SRS g 225 (o TS S 1,200 24 e 5
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami

berikan kepada mereka.

83ayyid Quthb, Tafsir fi Zilal al-Quran, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 4,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003). 172.
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a. Tafsir lafaz ;%

Ayat di atas bicara dalam konteks yang umum. Termasuk makna umum
dari lafaz so>s5. Menurut Quraish Shihab, makna «os& yaitu mengambil dan
mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan
pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat syirt al-‘asal yang bermakna:
“saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)”. Lebih lanjut, Quraish Shihab
menegaskan bahwa makna tersebut mempersamakan pendapat yang terbaik
dengan madu.

Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit,
sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana pun
dan oleh siapa pun. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang
bermusyawarah mesti bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerja
samanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana
pun hinggap,lebah tak pernah merusak. la takkan mengganggu kecuali dinggangu.
Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulahh makna
permusyawarahan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika
Nabi Saw. menyamakan seorang mukmin dengan lebah. '

Bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu dimanapun dia ditemukan
atau dengan kata lain pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa
mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya dan semua urusan yang
berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni

mereka memutuskannya selalu melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2007), him. 469.
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bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya.?’ Jadi, lafaz syira di sini bisa
digunakan untuk semua tindakan musyawarah yang dilakukan oleh manusia,
termasuk dalam bidang pemerintahan, kepemimpian dan lain-lain.

Dalam tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menyatakan lafaz ;% pada QS.
al-Sytira ayat 38 merupakan masdar seperti |z yang bermakna ,.:: atau

musyawarah, yang maksudnya masalah mereka dimusyawarahkan, dan mereka
tidak egois dengan pendapatnya sehingga mereka mau memusyawarahkan urusan-
nya. Hal tersebut adalah suatu kelebihan untuk menjaga permasalahan mereka,
menyempurnakan perencanaan, dan keberhasilan yang diharapkan. Adapun
makna musyawarah diartikan tukar menukar fikiran untuk mengetahui dan
menetapkan pendapat yang dipandang benar.

Ketentuan untuk melakukan «;,% (musyawarah) berlaku dalam seluruh

masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum, dan tidak egois
dengan pendapat sendiri ketika memutuskan permasalahan yang bersifat umum,
seperti pengangkatan khilafah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengang-

katan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya.?! Dalam tafsir al-Wasiz, Wahbah al-

Zuhaili menyebutkan musyawarah harus dilakukan untuk tiap-tiap urusan.?? Pada
bagian awal surat al-Sytra, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan penamaan surat
tersebut untuk menggambarkan bahwa kaum mukmin dalam menjalankan semua
urusannya harus dilakukan dengan jalan musyawarah. Hal ini sebagaimana

°

disebutkan dalam ayat 38 surat ini, yaitu .4 ;2 %55 Oleh sebab itu, Wahbah

20M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah ..., Vol. 12, him. 177-178.
2'\Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir..., Juz 13, him. 86.
22Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Wasit, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), him. 2340.
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al-Zuhailt berpendapat, konsep syiira dalam Islam merupakan satu kaidah aturan
dalam politik.23

Mengacu pada tafsir lafaz ;- pada ayat di atas, maka dapat diketahui

bahwa konsep syiara dalam Alquran sangat relevan dengan demokrasi. Hal ini
ditandai dengan keharusan dilakukannya musyawarah utuk tiap-tiap urusan
seorang muslim. Bahkan, beberapa pendapat di atas menyatakan sy#ra adalah satu
kaidah yang ditetapkan dalam Islam yang wajib untuk dilakukan. Makna lafaz
syura dan konteks QS. al-Sytra ayat 38 di atas memiliki makna umum
sebagaimana QS. Ali ‘Imran ayat 159 sebelumnya. Keumuman yang dimaksud
berkaitan dengan pemaknaan syira sebagai musyawarah memiliki arti untuk
semua urusah di dunia. Rasulullah saw., sendiri menerapkan secara fi'liyyah
beliau ketika mengajak para sahabat untuk melakukan musyawarah dalam dalam
beberapa persoalan seperti telah disebutkan sebelumnya.

b. Kandungan ayat tentang nilai-nilai demokrasi

Ketentuan QS. al-Sytira ayat 38 memberi informasi penting bagi umat
Islam bahwa agama Islam mengajarakan umat muslim agar melakukan
musyawarah. Hal ini tentu mengandung nilai demokrasi yang tinggi. Konsep
syura di sini dipandang wajib dilakukan oleh umat muslim, sebab dengan
musyawarah akan mendatangkan manfaat lebih besar ketimbang mempertahankan
pendapat sendiri. mengenai wajibnya melakukan musyawarah tersebut senada

dengan pendapat al-Razi. la dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa

ZWahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir..., Juz 13, him. 21.
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syura diwajibkan dalam Islam. la membantah pendapat yang mengatakan bahwa
musyawarah itu tidak wajib.

Lebih lanjut, al-Razi menolak jika dikatakan perintah musyawarah itu
hanya untuk menyenangkan hati para sahabat dan memuliakan kedudukan mereka,
sebagaimana yang diyakini sebagian fugaha.?* Oleh sebab itu, jika pun prinsip
syura disamakan dengan demokrasi, maka syiara kedudukannya lebih tinggi,
bahkan demokrasi yangs selama ini dipahami adalah bagian kecil dari
pengembangan konsep syura itu sendiri. Hal ini menurut penulis bersinggungan
dengan adanya nilai adil, saling menghargai pendapat di dalam syira yang juga
dianut dalam sistem demokrasi. Musyawarah seperti yang ditunjukkan
Alquranbertujuan agar orang-orang yang terlibat dalam suatu majlis syura
senantiasa menumbuhkan perasaan saling menghargai pendapat masing-masing
meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Juga bertujuan agar
memelihara sifat-sifat terpuji seperti yang digambarkan Alqurandi saat
berlangsung musyawarah.?

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu pemahaman umum bahwa
nilai-nilai demokrasi yang dimuat dalam QS. al-Sytira ayat 38 di antaranya adalah
semua urusan yang dihadapi oleh kelompok muslim harus dilakukan dan
diselesaikan melalui jalan musyawarah. Jalan ini dipandang lebih adil, tidak
menimbulkan prasangka buruk, sebab dalam musyawarah diberi kebebasan

masing-masing untuk mengemukakan hak berpendapatnya.

24Abl Bakr Ahmad bin Al al-Razi al-Jassas, Ahkdm al-Qur’an, Juz 2, (Bairut: Dar al-
Ahya’ al-Turan al-Arabi, 1996), him. 330: Lihat juga dalam, Sohrah, “Konsep Syura dan Gagasan
Demokrasi: Telaah Ayat-Ayat al-Qur’an”. Jurnal: al-Daulah. Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015), him. 12.

25Sohrah, “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi: Telaah Ayat-Ayat al-Qur’an”. Jurnal:
al-Daulah. Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015), him. 15.
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B. Hubungan Ayat-Ayat Alquran tentang Demokrasi dengan Konsep
Demokrasi Masa Kini

Konsep demokrasi yang dibangun dalam Alqurantidak dapat dilepaskan
dari beberapa prinsip umum, di antaranya adalah kebebasan untuk menentukan
pendapat sebagaimana realisasi dari konsep syiira seperti telah disebutkan
sebelumnya. Selain itu, demokrasi yang dipromosikan oleh ayat-ayat
Algurantersebut sebelumnya mengandung prinsip menghargai hak-hak sipil,
pemerintah ditentukan berdasarkan hasil pemilihan dari masyarakat, atau dapat
dinyatakan sebagai “ide konstitusional ala syara”, keterbukaan, dan asas
mayoritas lebih unggul dengan dasar utilitarianisme (asas kemanfaatan dan
maslakah). Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi yang dibangun dewasa ini.
Prinsip yang melandasinya seperti disebutkan oleh Nurkhalis yaitu didasari dari
ide demokrasi yakni konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang
bertanggungjawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintahan berdasarkan undang-
undang dan azas mayoritas.*®

Dalam hal ini Nurcholish Madjid seperti dikutip oleh Nurkhalis
menyatakan demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil
keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas haruslah
digandengkan dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia termasuk
perlindungan atas hak-hak minoritas. Metode demokratis adalah suatu perenca-

naan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu

26Nurkhalis, “Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid”. Jurnal: Sosio-
Religia, Vol. 10, No.1, (Februari 2012), him. 155-156.
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memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif
atas suara rakyat.”’

Kesesuaian dmokrasi yang dibangun dalam Islam dengan konteks
demokrasi modern sepernanya telah dikemukakan oleh beberapa tokoh, misalnya
Tohir Bawazir. Setidaknya, ada lima persamaan yang disebutkan, yaitu:

a. Mengedepankan suara terbanyak

b. Semua pihak memiliki peluang untuk memilih
c. Asas musyawarah

d. Melibatkan banyak pihak

e. Persetujuan masyarakat mayoritas

Poin di atas tampak dikhususkan dalam pemilihan pemimpin. Oleh sebab
itu, dalam pembahasan ini penulis melihat dari sudut pandang yang berbeda,
Khususnya mengenai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Terhadap pemahaman ini,
tampak ada beberapa kesesuaian konsep yang dibangun dalam demokrasi Islam
melalui ayat-ayat Alquran dengan demokrasi yang ada saat ini. Kesamaan tersebut
dapat diurai lebih rinci dalam beberapa poin berikut ini:

1. Kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator

Istilah “temu pendapat” yang penulis pakai di sini yaitu istilah yang cukup
sederhana untuk memberi makna dari syara, bahkan bagian dari konsep
demokrasi yang berkembang saat ini. Islam mewajibkan musyawarah dalam
setiap persoalan kehidupan. Hal ini senada dengan pendapat Hamka dikutip oleh

Akmal Ridho bahwa konsep yang terkandung dalam ayat tentang syira merupa-

2’Nurkhalis, “Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid”. Jurnal: Sosio-
Religia, Vol. 10, No.1, (Februari 2012), him. 155-156.
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kan konsep yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Oleh karena itu, apabila dalam satu pemerintahan hanya berdasarkan keinginan

penguasa pemerintahan diktator, maka sangatlah jauh dan bertolak belakang

dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam.?8

Pemimpian yang diktator dalam Islam masuk dalam kategori pemimpin
yang zalim. Cukup banyak ditemukan larangan berlaku zalim terhadap orang lain
bahkan ancaman hukum keras ditetapkan bagi pelakunya. Di natara ancaman
tersebut disebutkan dalam QS. al-An’am ayat 45:
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Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada
mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk
mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah
diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong,
Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang
zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam.
Mengomentari ayat di atas, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa
ayat tersebut bermakna manusia agar melihat pada apa-apa yang diikuti
berdasarkan nikmat yang telah diberikan. Sementara manusia tersebut tetap dalam

pendirinya dengan melakukan apa-apa yang dibenci Allah, dan menuruti hawa
nafsu amarah.?? Hal ini berarti orang yang menuruti hawa nafsu adalah bagian
dari orang-orang yang zalim. Sehingga, untuk konteks pemimpin tidak

diperkenankan hal tersebut dilakukan. Bahkan, syarat utama seorang pemimpin

ZAkmal Ridho Gunawan Hasibuan, Menyinari Kehidupan dengan Cahaya Alquran,
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), him. 274.

lbon Qayyim al-Jauziyyah, Bada’i al-Tafsir, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn al-Jauzi, 1427 H),
him. 349.
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yang dipilih yaitu harus adil tanpa berbuat zalim. Imam al-Mawardi menyebutkan

beberapa syarat seorang dapat dipilih menjadi pemimpin, salah satu di antaranya

adalah adil berikut dengan syarat-syarat keadilan.*® Dalam hadis, pemimpin yang
zalim dan yang adil disandingkan dengan dua konotasi yang berbeda, dan
keduanya memiliki ganjaran/balasan tersendiri sebagaimana disebutkan dalam

riwayat Tirmizi dari Ali bin Munzir sebagai berikut:
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Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mundzir Al Kufi, telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Fudlail bin
Marzuq dari '‘Athiyyah dari Abu Sa'id ia berkata; Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai
oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah
pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan
paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zhalim." la
mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Abu Aufa.
Abu Isa berkata; Hadits Abu Sa'id adalah hadits hasan gharib, tidak kami
ketahui kecuali dari jalur ini. (HR. Tirmizi).

Mengacu pada uraian di atas, maka agama Islam melalui Alguran dan
hadis memerintahkan untuk saling temu pendapat sebagai jalan menghargai

pendapat orang lain melalui jalur musyawarah. Alquranmengancam perilaku

3Imam Habib al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,
(Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1998), hlm. 5: Ibn Taimiyah juga menyebutkan bahwa
pemimpin yang diberikan amanat harus menarpkan hukum secara adil. Lihat, Ibn Taimiyah, Syark
Kitab Siyasah al-Syar’iyyah, (Syarh: Muhammad bin Salih al-‘Usaimin), (Bairut: Dar Ibn Hazm,
2004), him. 17.

3IAbT ‘Tsa Mahammad bin ‘Isa bin Saurah al-Tirmizi, al-Jami’ al-Tirmizi, (Riyadh: Bait
al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), him. 201.
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penguasa yang diktator sebab hal tersebut membawa padda kezaliman. Oleh sebab
itu, ayat-ayat tentang demokrasi yang berisi anjuran melakukan musfakat atau
musyawarah melalui jalur syura cukup relevan dengan konsep demokrasi saat ini
yang juga menekankan pada kondisi tersebut. Demokrasi yang dibangun saat ini
juga tidak mengakui dan tidak membolehkan adanya pemimpin diktator, zalim
melainkan harus berlaku adil dalam menjalankan hukum.
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan tanda dan ciri khas bahwa
masyarakat telah menerapkan sistem demokratis. Alguransebagai rujukan dan
pedoman utama dalam Islam, telah memberikan beberapa batasan mengenai hak
mengeluarkan pendapat. Setidaknya, tiga ayat yang telah diuraikan terkait syura
sebelumnya memberi indikasi bahwa musyawarah adalah jalan yang ditetapkan
Islam dalam memenuhi hak-hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun demikian,
hak berpendapat dalam memilih pemimpin tampak sebagai hak bersyarat dan
dibatasi. Artinya, Islam membatasi hak berpendapat secara bebas. Misalnya, Islam
melarang umat Islam untuk berpendapat dalam memilih pemimpin non-mulim
(QS. al-Maidah ayat 51).°* Islam juga melarang mengeluarkan pendapat yang
bertentangan dengan nash-nash yang sifatnya pasti tampa ada keharusan untuk

menganalogikannya. Namun demikian, pada intinya korelasi demokrasi modern

2Dalam Islam, seorang muslim dibatasi hanya memiliki hak pilih bagi umat Islam.
Larangan memilih pemimpin non-muslim ini mengacu pada surat al-Maidah ayat 51, 57, dan 58.
Mengomentari ayat-ayat tersebut, al-Jazairi menyatakan kekuasaan (kepemimpinan) orang Kafir
tidak dibenarkan dalam Islam. Umat muslim tidak diperbolehkan mengambil dan mengangkat
orang-orang yahudi, nasrani, dan orang-orang musyrik lainnya sebagai orang kepercayaan dan
teman Karib, serta sebagai pemimpin. Karena, kepemipinan orang kafir tersebut tidak dibenarkan.
Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Niza'ah al-Rahman li Ahl al-Iman, ed. In, Amalan-Amalan Pemelihara
Iman, (terj: Nasruddin Atha’ dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 66.



56

dengan demokrasi yang digagas dalam Alquransama-sama memberi hak bagi
orang untuk berpendapat.
3. Menghargai pendapat yang lebih unggul dari hasil musyawarah

Konsep demokrasi yang dibangun dalam ayat-ayat Alguranmemang tidak
sedetail demokrasi dalam sistem modern. Namun, letak persamaan yang tampak
kepermukaan adalah Alquranmengajarkan agar hasil dari keputusan musyawarah
dihargai tanpa harus berbuat anarkis, zalim, dan perbuatan yang berseberangan
dengan hukum Islam. Demikian juga dalam demokrasi modern, keputusan hasil
musyawarah adalah keputusan yang dipandang tepat dan harus dihargai sebagai
kesepakatan bersama.*
4. Suara mayoritas diperhitungkan dengan melindungi hak-hak minoritas

Salah satu ciri sebuah negara adaah adanya pemimpin dan rakyat.
Mekanisme pemilihan pemimpin ini masuk dalam konsep demokrasi modern dan
Islam. Dalal perspektif Islam, memilih pemipin adalah wajib. lbn Khaldun
menyebutkan, mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Hukum wajib
mengangkat pemimpin tersebut berdasarkan ijmak para sahabat dan tabi’in.**
Kewajiban memilih pemimpin tersebut dilakukan dengan cara-cara tertenttu yang
tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam al-Qur’an. Namun, dari pendapat
pemikir Islam yang ada menunjukkan bahwa sistem pemilihan pemimpin yaitu

mengutamakan suara mayoritas.

3Ahmad Khalid Allam, dkk, Alguran dalam Keseimbangan Alam dan Kehidupan,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), him. 231.

341bn Khaldun, Mukaddimah Ibn Khaldun, (terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2017), him. 339.
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Demikian juga bahwa ciri khas dalam demokrasi modern adalah suara
mayoritas menentukan satu keputusan, baik pemimpin maupun penetapan undang-
undang melalui lembaga legislatif. Islam juga mengagungkan suara mayoritas.
Bahkan, bila dilihat dari penemuan hukum dalam Islam, suara mayoritas menjadi
patokan utama dalam memilih produk hukum mana yang pantas diikuti. Misalnya,
ada istilah “ijmak”, “pendapat jumhur ulama”, atau istilah “pendapat mayoritas
ula-ma”. Istilah-sitilah ini tentu tidak dapat dipisahkan dari kondisi dimana asa
demokrasi tadi telah dijalankan oleh ulama. Dalam konteks memilih pemimipin
juga demikian. Dalam banyak literatur Islam khusus bicara soal politik, terdapat
lembaga yang bernama ahl falli wa al- ‘agdi sebagaimana di awal telah dising-
gung. Lembaga tersebut memiliki posisi strategsi dalam menentukan pemimpim.
Suara mayoritas dalam pemilihan tersebut dipandang sebagai suara yang dipertim-
bangkan untuk dijadikan pegangan dan wajib diikuti. Centohnya pemilihan Abu
Bakar yang disepakati sebagai pemimpin, pemilihan Usman bin Affan oleh
Abdurrahman bin Auf yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin.*> Hasil
kesepakatan yang dipilih oleh suara mayoritas tersebut tetu sejalan dan sangat
relevan dengan konsep berdemokrasi dalam sistem negara modern. Meskipun
aturan tentangnya lebih rinci lagi bila dibandingkan dengan aturan yang terdapat
dalam Islam.

Berdasarkan uraian sub bahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa
gagasan demokrasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Alqurandan diperkuat

dengan dalil hadis sebelumnya menunjukkan ada relevansinya dengan sistem

35Said Hawwa, al-Islam..., him. 491.
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demokrasi di negara modern saat ini. Meski demikian, terdapat beberapa poin
yang berbeda cukup signifikan, misalnya, tujuan demokrasi modern adalah untuk
kepentingan materi semata.’® Sementara dalam sistem demokrasi modern adalah
berasaskan ketuhanan, tujuannya untuk meraih kemaslahatan. Selain itu, hak
berpendapat dan hak pilih dalam demokrasi modern tidak terbatas (artinya bebas),

sementara dalam Islam dibatasi dengan nilai dan hukum Islam itu sendiri.

3Hal ini senada dengan pernyataan Maulana Muhammad Ali, bahwa setiap negara
modern memiliki persamaan, yaitu untuk memenuhi keuntungan materi semata, hingga pandangan
ketuhanan dan agama diabaikan. Lihat, Maulana Muhammad Ali, Islamologi: Panduan Lengkap
Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam, (terj: R. Kaelan dan M.
Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), him. 772.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
ditarik dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang disebutkan dalam
Algquran identik dengan konsep syira. Konsep syira merupakan keharusan
untuk melakukan musyawarah di dalam urusan-urusan duniawi, baik urusan
keluarga, muamalah, maupun urusan bidang politik. Konsep demokrasi dalam
bentuk syira disebutkan dalam QS. Al-Bagarah ayat 233, QS. Ali ‘Imran ayat
159, dan QS. al-Syura ayat 38.

2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga poin hubungan ayat-ayat
al-Qur’an tentang demokrasi dan demokrasi masa kini. Pertama,kewajiban
melakukan temu pendapat dan melarang diktator. Kedua, kebebasan
mengeluarkan pendapat. Ketiga, menghargai pendapat yang lebih unggul dari
hasil musyawarah. Keempat, suara mayoritas diperhitungkan dengan

melindungi hak-hak minoritas.

B. Saran-Saran
Saran-saran dalam penelitian ini adalah:
1. Hendaknya, penelitian tentang kajian demokrasi digali kembali dalam

perspektif berbeda, misalnya dengan mengambil kajian tentang pendangan
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ulama tafsir. Hal ini memiliki maksud dan tujuan untuk memperkaya literatur
kepustakaan tentang khazanah demokrasi dan pemerintahan.

. Penelitian ini adalah bagian analisa ilmiah yang sifatnya kepustakaan, dalam
penulisan maupun isi tentu masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab
itu, dengan harapan adanya saran-saran yang sifatnya membangun demi

perbaikan skripsi ini.
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